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BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL DALAM
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN OBAT PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pasal 2, Pasal

3, Pasal 18, Pasal 19, serta Pasal 20 Peraturan Presiden

Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Program

Lintas Sektoral dalam Penyediaan dan Pemanfaatan Obat

Publik;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan ...



Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 400);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan  Kefarmasian  di
Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 906);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah
Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1223);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat
Nasional;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang  Pedoman
Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN
PROGRAM LINTAS SEKTORAL DALAM PENYEDIAAN DAN
PEMANFAATAN OBAT PUBLIK.

Pasal 1

Pedoman Pengawasan Program Lintas Sektoral dalam
Penyediaan dan Pemanfaatan Obat Publik dimaksudkan
sebagai landasan bagi unit kerja di lingkungan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lainnya untuk

melaksanakan ...



melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penyediaan
dan pemanfaatan obat publik pada Instansi Pemerintah

Pusat dan Daerah selaku pelaksana program.
Pasal 2

Pedoman Pengawasan Program Lintas Sektoral dalam
Penyediaan dan Pemanfaatan Obat Publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

ini.
Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2015
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1345

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

TRIYONO HARYANTO



